
 

 

 

 

WALIKOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI 
NOMOR 52 TAHUN 2023 

 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA KEDIRI, 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah 

Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 
 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa 

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang 
Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 972); 
12. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2022 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 
(Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 9); 

13. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2023 

Nomor 5); 
 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2023. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Kediri. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri. 

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Kediri. 

4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah 

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan 
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 
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Pasal 2 

APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp.1.744.540.975.718,00 bertambah 
sebesar Rp.174.752.273.094,00 sehingga menjadi Rp.1.919.293.248.812,00 dengan 
perincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan daerah 
a. Semula     Rp 1.378.902.726.992,00   

b. Bertambah     Rp      72.347.592.788,00   
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan          Rp  1.451.250.319.780,00 

2. Belanja Daerah 

a. Semula    Rp 1.744.540.975.718,00    
b. Bertambah    Rp    174.752.273.094,00    

Jumlah belanja daerah setelah perubahan       Rp 1.919.293.248.812,00 
3. Pembiayaan daerah 

a. Penerimaan pembiayaan 
1) Semula    Rp 390.638.248.726,00 

2) Bertambah    Rp 102.404.680.306,00  
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan  Rp 493.042.929.032,00 

b. Pengeluaran Pembiayaan 

1) Semula    Rp 25.000.000.000,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp     0,00  

Jumlah pengeluaran pembiayaan                Rp     25.000.000.000,00 
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan         Rp   468.042.929.032,00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan     Rp                           0,00 

 

Pasal 3 

Rincian Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam 
Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini yang 

terdiri dari: 
1. Lampiran I  Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, 
Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.  

2. Lampiran II  Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, 

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. 
3. Lampiran III  Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah. 

4. Lampiran IV  Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan 
Sosial. 

5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan 

Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus. 
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja 

Bagi Hasil. 
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 
Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. 

8. Lampiran VIII  Rincian Dana Bagi Hasil-Sumber Daya Alam Pertambangan 

Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan Dana Bagi 
Hasil Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 
Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan. 
9. Lampiran IX  Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, 
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Belanja dan Pembiayaan. 

10. Lampiran X  Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota 
pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah 

tentang APBD danRancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan 

Program Prioritas Perbatasan Negara. 

 

Pasal 4 

Pelaksanaan penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut 

dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan. 

 

Pasal 5 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri. 

 

 

Ditetapkan di Kediri 

pada tanggal 24 Oktober 2023         

                   2020 
   WALIKOTA KEDIRI, 

 
 
 

 
ABDULLAH ABU BAKAR 

 
 

Diundangkan di Kediri 

pada tanggal 24 Oktober 2023         
 Desember 2021       

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI, 
 
 

 
 

                  BAGUS ALIT 
 

 

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 52  

 

    Salinan sesuai dengan aslinya 

a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI 
                                             KEPALA BAGIAN HUKUM, 
      
 
 

  MUHLISIINA LAHUDDIN, SH, MH. 
                               Pembina 

      NIP. 19760810 200604 1 022 

ttd. 

ttd. 


